
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyempurnakan
sistem seleksi peserta didik baru di sekolah negeri dengan mengganti Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perubahan ini bertujuan
untuk mengurangi stigma negatif PPDB yang sering dikaitkan dengan jalur zonasi. Menurut
Buku Putih Hasil Pengawasan PPDB dari Ombudsman RI, jalur zonasi menjadi sumber utama
masalah dengan 594 laporan. Laporan ini telah diserahkan kepada Komisi X DPR RI,
Kemendikdasmen, dan Kemendagri pada 12 Desember 2024.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut keterbatasan daya tampung sekolah
dan regulasi yang belum optimal sebagai penyebab penyimpangan dalam PPDB Zonasi.
Manipulasi Kartu Keluarga (KK) menjadi praktik yang kerap terjadi, menurut akademisi
Universitas Negeri Surabaya, Martadi. Sementara itu, pemerhati pendidikan dari Perguruan
Taman Siswa, Darmaningtias, menilai porsi jalur zonasi sebelumnya terlalu besar, menyulitkan
siswa berprestasi mendapatkan sekolah berkualitas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa
aturan SPMB telah masuk dalam draf Rancangan Peraturan Mendikdasmen dan secara
substansi telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Peraturan ini akan menggantikan
Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2021 dan telah melalui uji publik pada 30 Januari 2025
yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, akademisi, dan media.

SPMB tetap mempertahankan tiga jalur penerimaan dalam PPDB, yaitu
Jalur Afirmasi - Untuk calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas;
Jalur Prestasi - Untuk calon murid dengan prestasi akademik maupun non-akademik;
Jalur Mutasi - Untuk calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali
serta anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar.

Jalur zonasi yang sering menimbulkan polemik digantikan dengan jalur domisili, berbasis
wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah daerah. Berbeda dari sistem sebelumnya
yang berbasis jarak, calon murid harus memiliki KK yang diterbitkan minimal satu tahun
sebelum tanggal pendaftaran. Jika tidak memiliki KK karena kondisi tertentu, mereka dapat
menggunakan surat keterangan domisili dari lurah yang menyatakan bahwa mereka telah
tinggal di wilayah tersebut selama satu tahun terakhir.

Untuk memastikan ketertampungan murid, pemerintah telah mengatur masing-masing kuota
jalur penerimaan, yaitu:

Jalur Domisili: SD minimal 70%, SMP minimal 40%, SMA sederajat minimal 30%;
Jalur Afirmasi: SD minimal 15%, SMP minimal 20%, SMA minimal 30%;
Jalur Prestasi: SMP minimal 25%, SMA minimal 30%;
Jalur Mutasi: SD, SMP, dan SMA masing-masing 5%.20
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SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

JALUR DOMISILI TAHUN 2025
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Melalui fungsi pengawasannya, DPR RI, khususnya Komisi X, berperan dalam
mengingatkan dan mengarahkan Kemendikdasmen untuk mengantisipasi
potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah diberlakukannya SPMB.
Langkah antisipasi ini mencakup penutupan celah penyimpangan dan potensi
polemik di lapangan dengan menindaklanjuti saran perbaikan dari Ombudsman
RI yang tertuang dalam Buku Putih Hasil Pengawasan PPDB. Selain itu, Komisi X
DPR RI perlu mendorong penyempurnaan regulasi berbasis hasil uji publik,
memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kuota
penerimaan, serta melibatkan sekolah swasta guna mengatasi keterbatasan daya
tampung. DPR RI juga berkewajiban mengawasi transparansi dan efektivitas
implementasi SPMB agar akses pendidikan menjadi lebih adil dan berkualitas
bagi seluruh siswa. Sebagai langkah konkret, diperlukan penyusunan Peta Jalan
Pengembangan Satuan Pendidikan serta peningkatan koordinasi antara instansi
pusat dan daerah.
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Perubahan paling signifikan terjadi pada kuota jalur domisili di SMP dan SMA, yang sebelumnya
dalam PPDB Zonasi mencapai 50%. Martadi menyarankan agar pemerintah daerah diberi
fleksibilitas dalam menentukan kuota karena setiap daerah memiliki jumlah sekolah negeri dan
daya tampung yang berbeda. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta dalam
SPMB guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
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Sumber
detik.com, 30 dan 31 Januari 2025;
Kompas, 1 Februari 2025;
kompas.com, 31 Januari 2025;
kompas.tv, 31 Januari 2025; dan
rri.co.id, 19 Desember 2024.
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